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ABSTRAK 

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Daerah Majene) 
 

Nur Waina Fattah 
Ratna Ayu Damayanti 

Muhammad Istiyansyah Ulman Idris 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem 
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah 
pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif yang bersifat kausalitas dengan sampel 
sebanyak 30 sampel dan setiap sampel diwakili oleh 2 Responden. 
Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
dalam bentuk pernyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, 
menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan kompetensi sumber 
daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
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ABSTRACK 

INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, APPLICATION 
OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS, AND INTERNAL 

CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF DAILY GOVERNMENT 
FINANCIAL REPORTS (Case Study on Majene Local Government 

Regional Apparatus Organization) 
 

Nur Waina Fattah 
Ratna Ayu Damayanti 

Muhammad Istiyansyah Ulman Idris 
 

This study aims to determine the effect of human resource competence, 
application of accounting information systems, and internal control 
systems on the quality of local government financial reports. This research 
was conducted at the Majene Regency government regional apparatus 
organization in 2023. This study uses a quantitative method that is causal 
in nature with a sample of 30 samples and each sample is represented by 
2 respondents. The data collection method in this study used a 
questionnaire in the form of a statement. The data analysis used in this 
research is multiple linear regression. Based on the results of data 
analysis, it shows that partially or simultaneously human resource 
competence, application of accounting information systems, and internal 
control systems have a positive and significant effect on the quality of local 
government financial reports. 

 

Keyword: Human Resources Competence, Implementation of Accounting 
Information Systems, Internal Control Systems, Quality of Local 
Government Financial Statements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dibelahan negara di dunia selama bertahun-tahun telah menetapkan 

standar pelaporan keuangan di wilayah masing-masing. Namun, karena 

terjadinya perdagangan internasional dan perdagangan di antara negara-negara 

yang semakin meningkat membawa kolaborasi di era globalisasi. Oleh karena itu, 

dibutuhkannya keseragaman dalam standar yang memandu laporan keuangan 

sehingga pernyataan tersebut akan tetap dapat dipahami dan memberikan 

informasi yang sama kepada pengguna di seluruh dunia. Kebutuhan untuk 

pengembangan standar akuntansi terpadu telah menjadi pendorong utama 

IPSAS untuk pelaporan keuangan sektor publik (Heald, 2003). Sama halnya 

dengan penjelasan Opanyi (2016) bahwa adanya peningkatan transaksi 

internasional antarnegara menekankan agar perlunya transparansi, 

keseragaman, dan komparabilitas dalam standar pelaporan keuangan sektor 

publik.  

IPSAS adalah norma yang mengatur persyaratan pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan transaksi dan 

peristiwa dalam laporan keuangan. Pengembangan IPSAS berawal dari profesi 

akuntansi sebagai cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah dan lembaganya dengan meningkatkan dan menstandarisasi 

pelaporan keuangan (Delloitte, 2013). IPSASB mengeluarkan IPSAS yang 

berhubungan dengan pelaporan keuangan berdasarkan basis kas dan basis 
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akrual. Ini sangat ideal untuk semua pelaporan keuangan publik untuk 

mengadopsi pelaporan keuangan berbasis akrual.  

Banyak negara berkembang, khususnya di Afrika Sub-Sahara, dicirikan 

oleh korupsi besar-besaran, kemiskinan, dan tingkat ketidakpercayaan publik 

yang tinggi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah (Olayinka, 

2016). Misalnya, Transparency International (2015) memberi peringkat Nigeria 

136 dari 175 negara dalam indeks persepsi korupsi berdasarkan persepsi 

mereka tentang transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Faktor utama yang 

menjadi penyebabnya adalah Implementasi anggaran yang buruk dan kurangnya 

akuntabilitas di sektor publik Nigeria. (Ibanuchuka dan James, 2014).  

Seperti halnya di Indonesia, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government), 

mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 

pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki 

oleh suatu entitas. 
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Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan 

keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi, baik 

berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional 

tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan 

yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi 

yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan 

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah.  

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat telah meningkat secara 

substansial dalam beberapa tahun terakhir (Tiurmaida et al., 2021). Jumlah 

kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

juga meningkat tajam sejak tahun 2015. Meskipun kualitas pelaporan ini lebih 

baik, terutama pada tahun 2020, di mana hanya pemerintah pusat yang 

dinyatakan memenuhi syarat dalam pelaporan keuangannya, layanan informasi 

publik masih menghadapi berbagai masalah. Dalam hal ini, untuk menghasilkan 

laporan keuangan pemerintah yang berkualitas seharusnya berdampak pada 

kualitas pelayanan publik (Furqan et al., 2020). Namun nyatanya, masyarakat 

merasakan bahwa layanan publik masih berbelit-belit dan sulit dijangkau. 

Meskipun opini wajar tanpa pengecualian kini berlimpah di antara 

pemerintah pusat Indonesia (Gambar 1.1), temuan dan implikasi audit, seperti 

yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), harus lebih 

diperhatikan. Temuan audit pada dasarnya mengungkapkan beberapa masalah 
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dalam kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap 

peraturan, inefisiensi, ketidakefektifan, dan praktik pemerintah yang tidak 

ekonomis dalam mengelola anggaran negara (BPK-RI, 2021). Sebagai auditor 

eksternal, BPK-RI mengusulkan evaluasi struktur pengendalian internal dan 

aspek kepatuhan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah. Temuan 

audit juga menunjukkan adanya potensi kecurangan, ketidakpatuhan, dan 

penyalahgunaan uang negara. BPK-RI selanjutnya mengusulkan rekomendasi 

temuan audit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tindak lanjut audit akan 

meningkatkan keberlanjutan pengelolaan keuangan organisasi sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Gambar 1.2 di 

bawah menunjukkan bahwa tindakan perbaikan lembaga pemerintah belum 

optimal. Seperti yang terlihat, per 30 Juni 2020, persentase rekomendasi yang 

belum selesai masih tinggi, sekitar 42%, sementara jumlah temuan masih di atas 

beberapa ribu item. Angka-angka ini mungkin bertentangan dengan fakta bahwa 

hampir semua kementerian dan lembaga pemerintah diberikan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (Gambar 1.1). 

 

Gambar 1.1 : Opini Audit Pemerintah Pusat 
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Gambar 1.2 : Temuan Audit dan Tindak Lanjut 

Salah satu upaya pemerintah dalam menyempurnakan sistem akuntansi 

adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan tentang pengelolaan keuangan 

negara. Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 

Undang-Undang Keuangan negara di tahun 2003-2004, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Pada tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

Mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 dengan menggunakan pendekatan Cash Towards 

Accrual (CTA) dalam sistem akuntansinya. Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 

Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi akrual 

penuh (full accrual accounting), tidak lagi cash towards accrual selambat-

lambatnya tahun 2015 (Accounting.binus, 2021). Dengan demikian, Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
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Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan 

keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun 

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat 

normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), 

andal (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). Apabila informasi yang 

terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria 

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah 

mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.  

Menurut Diani (2014) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat 

disebabkan oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan 

laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem 

informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya sistem pengendalian 

internal. SDM yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memahami bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu 

laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan 

laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Menurut Karmila et.al (2014) keterandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan 

teknologi informasi serta menurut Adhitama (2017) laporan keuangan pemerintah 

daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.  
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Diani (2014) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah 

produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah 

laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk 

menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber 

daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, 

keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Adanya laporan 

keuangan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada publik 

mengenai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dan kemana 

dana tersebut dibelanjakan (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). 

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Dewi (2020) 

pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan 

kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang 

menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan 

atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di 

lingkungan OPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan 

harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah 

ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki 

kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2017) 

menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah et. al (2020) menunjukkan bahwa 
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sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh karmila et. al (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Selain kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.  

Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan 

suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan 

daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan 

masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIMDA).  

Menurut Diani (2014), untuk terselenggaranya proses penyampaian 

informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan 

dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan 

sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional dalam 

menunjang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa 

sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. 
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Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et. al (2014) 

menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menunjukkan 

bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap laporan keuangan pada pemerintah kabupaten pariaman.  

Hal ketiga yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah adanya sistem pengendalian internal yang baik. Permasalahan 

yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti 

ketidaktahuan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta 

penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian internal 

mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi 

sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.  

Pengendalian internal sangat penting karena sistem akuntansi sebagai 

sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja 

atau tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk meyakinkan stakeholder maupun 

publik tentang kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah 

maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. pengendalian 

internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, keandalan 

laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, 

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
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pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam pelaporan 

keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah 

terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dlakukan oleh Anuruddha dan Mahanamahewa (2021) menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Sri Lanka. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda et. al (2018) juga 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh 

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten bandung barat. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah kabupaten limah puluh kota. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmila et. al (2014) 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  

Hasil Penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi 

peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas pelaporan keuangan pada 

instansi pemerintah daerah. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini juga 

untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Majene. 

Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 

Majene memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa 

tahun terakhir. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang sekiranya harus terus 

diperbaiki oleh pemerintah daerah Majene terutama kaitannya dengan Oganisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Berikut hasil pemeriksaan BPK 
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terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk tahun 

2019, dan 2020.  

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Majene TA 2018, 2019 dan 2020 

Tahun Permasalahan 

2018 

1 Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang belum memadai 

2 Pengelolaan dana kapitasi JKN di 11 Puskesmas belum memadai 

3 
Realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang 

memadai  

4 Kelebihan pembayaran biaya modal senilai Rp. 269.030.000 

2019 

1 Adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD 

2 Pengelolaan BMD yang belum tertib 

3 

Tidak optimalnya Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan RSUD 

dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas 

pengadaan barang 
 

2020 

1 Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS Kesehatan belum memadai  

2 pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai  

3 Pengelolaan Aset Tetap belum tertib  

 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 

beberapa permasalahan seperti pengelolaan kas di bendahara pengeluaran 

belum memadai, pengelolaan dana kapitasi JKN di 11 Puskesmas belum 

memadai, dan adanya realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak 

didukung bukti yang memadai. pada tahun 2019 terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah 

kabupaten Majene seperti masih adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD, 

pengelolaan BMD yang belum tertib dan kurang optimalnya pengendalian dan 

pengawasan atas pengadaan barang di di Dinas Pendidikan dan Pemuda 

Olahraga dan RSUD. Sedangkan di tahun 2020 terdapat beberapa 
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permasalahan seperti Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS Kesehatan 

belum memadai, pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai, dan Pengelolaan 

Aset Tetap belum tertib. Berdasarkan hal tersebut  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten majene)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan pemerintah daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian di atas, peneliti juga berharap penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah kabupaten Mejene yang dipengaruhi 

penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan 

kompetensi sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menggambarkan variabel-

variabel yang diperhatikan dalam upaya penerapan sistem informasi 

akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber 

daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi 

penelitian selanjutnya mengenai penerapan sistem informasi 

akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber 

daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah Majene. 

Variabel yang akan diuji pada penelitian ini adalah penerapan sistem informasi 
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akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, 

dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan 

instrumen penelitian serta analisis data. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian, hasil dan 

pembahasan penelitian. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dari 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

BAB V    PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini 

merupakan simpulan dari hasil penelitian, serta saran yang dapat membangun 

pihak yang terkait atau penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen 

dan prinsipal, dimana agen bertindak sebagai pihak pengelola perusahaan 

sedangkan prinsipal merupakan pihak pemiliki serta keduanya terikat dalam 

sebuah kontrak (Ternalemta et. al, 2021). Teori keagenan atau agensi berasal 

dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip 

utama dalam teori ini ialah bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang 

memberikan hak (Prinsipal) yaitu Investor perusahaan dan pihak yang 

berwenang (agen) dalam hal ini manajer perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja 

yang sama disebut nexus of contract. Implikasi dari penerapan teori ini dapat 

mengarah pada perilaku yang efektif atau perilaku yang oportunistik terhadap 

agen. Dalam hal pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen 

dengan kewajiban memberikan informasi yang berguna bagi kepada pengguna 

informasi dalam hal ini adalah publik.  

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah bahwa 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene berperan sebagai agen 

yang diwajibkan untuk memberikan laporan kepada prinsipal atau masyarakat 

dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas. Masalah keagenan sering 

muncul ketika pelaksana (agen) cenderung memaksimalkan kepentingan satu 

sama lain yang timbul dari proses penganggaran, pengambilan keputusan, 

sampai penyajian laporan keuangan yang wajar untuk menunjukkan kepada 
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pihak legislatif dan rakyat bahwa kinerja mereka berjalan dengan baik (Riandani, 

2017). 

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan semua 

transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas secara terstruktur. Bagi pemerintah 

daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan 

untuk menyediakan informasi keuangan tentang suatu perusahaan kepada 

puhak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memengaruhi pengambilan 

keputusan ekonomi (Gasperz, 2019).  

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

yaitu laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang 

dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan 

yang terdiri dari satu atau beberapa entitasakuntansi yang wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada dasarnya merupakan asersi dari 

pihak manajemen pemerintah kepada pihak lain, yaitu para pemangku 

kepentingan berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah. Tujuan umum 

laporan keuangan adalah menyajikan mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas 

suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan 

pemerintah adalah untuk menyajikan yang berguna untuk pengambilan 
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keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya.  

Sebuah laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila 

laporan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi 

kinerja oleh para pengguna informasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 bagian 

kerangka konseptual, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan 

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan 

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: 

1. Relevan 

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di 

dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi 

peristiwa masa yang akan datang, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu informasi yang 

memungkinkan pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadikan masa kini. 

b. Memiliki manfaat prediktif (prediktivec value), yaitu informasi yang dapat 

membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
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c. Tepat waktu (timeliness), yaitu informasi yang disajikan secara tepat 

waktu dapat berpengaruh dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan pengguna. 

d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang menjadi latar 

belakang setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan 

keuangan diungkapkan dengan jelas agar terhindar dari kekeliruan 

dalam penggunaan informasi tersebut. 

2. Andal 

Andal berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari 

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap 

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi yang 

andal memenuhi karakteristik berikut: 

a. Penyajian jujur, yaitu informasi yang disajikan menggambarkan dengan 

jujur setiap transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan 

atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 

jauh. 

c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan 

tidak berpihak terhadap kepentingan tertentu. 

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
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periode sebelumnya atau laporankeuangan entitas pelaporan lain pada 

umumnya. 

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat dipahami oleh penggunadan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, tetapi juga kompetensi 

yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Menurut Keputusan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 

pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang dimiliki oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif, dan efisien. Kompetensi pegawai yang dimiliki Kasubbag 

Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun staf keuangan 

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempermudah pekerjaan, 

mahir, dan memahami sistem pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban 

atas anggaran yang dikelolanya. Sumber daya manusia yang kompeten dalam 

bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dalam hal pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan 
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keuangan yang berkualitas dengan waktu, andal, dan mudah dipahami oleh para 

pengguna. 

2.1.4 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan 

daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah 

daerah.  

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Majene di 

dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan suatu sistem 

bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan adanya 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan 

keuangan, OPD Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan dapat memudahkan 

proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah 

demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. 

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian Internal adalah sistem yang dilaksanakan secara 

menyeluruh di pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan memberikan 

kepastian yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi melalui operasional 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset 

publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut 

Ernawati dan Budiyono (2019) pengendalian internal adalah suatu sarana untuk 

mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi dan 
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memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik-praktik 

kecurangan (fraud). Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur 

yang memungkinkan pencapaian tujuan dan memastikan atau memberikan 

informasi keuangan yang andal dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 menerangkan bahwa unsur 

pengendalian internal dalam peraturan pemerintah mengacu pada unsur sistem 

pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di suatu 

negara, antara lain: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Dalam beberapa 

kasus, laporan keuangan akan berguna jika informasi yang disajikan dapat 

digunakan bagi pengambil keputusan pada waktu yang tepat. Jika ada 

penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan referensi dalam penyusunan tulisan ini, peneliti mengambil 

penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti memiliki gambaran dalam pembuatan hipotesis untuk 

kemudian melaksanakan penelitian tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dimana hasil dari peneliti A 

yang mendapatkan hasil bahwa variabel yang sama dengan variabel independen 

yang akan diteliti oleh peneliti berpengaruh dengan variabel dependen yang 

diangkat oleh Peneliti. Namun, dari hasil peneliti B bahwa ternyata variabel 

independen yang akan diteliti oleh peneliti tidak berpengaruh dengan variabel 
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dependen yang diangkat oleh Peneliti. Oleh karena itu, peneliti membandingkan 

hasil penelitian tersebut dari beberapa literatur yang ada. 

Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, 

yaitu : 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pada variabel ini penelitian yang 

dilakukan oleh Apriansyah et. al (2020), Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni 

Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Lisda et. al (2018), Surya Adhitama 

(2017), Riedy Riaindaini (2017), Sairi et. ail (2014), dan Dian Irma Diani 

(2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan 

penelitian yang dlakukan oleh Karmila et. al (2014) menunjukkan hasil 

bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pada variabel ini penelitian yang 

dilakukan oleh Apriansyah et. al (2020), Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni 

Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Karmila et. al (2014), Lisda et. al 

(2018), dan Sairi et. ail (2014) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Irma Diani (2014) dan Riedy 

Riaindaini (2017) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

3. Sistem Pengendalian Internal, Pada variabel ini penelitian yang dilakukan 

oleh Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), 

Lisda et. al (2018), dan Riedy Riandani (2017) menunjukkan hasil bahwa 

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
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keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karmila et. al (2014) 

menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan  

2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan sistem 

informasi akuntansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Sedangkan 

variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan (Y). oleh karena itu, 

kerangka pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

  

Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian 

Keterangan : 

 = Uji Parsial 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik, kompetensi sumber 

daya manusia sangat diperlukan, karena jika memiliki kemampuan menyusun 



24 

 

 

 

laporan keuangan dengan baik maka hasil kinerja juga akan baik. Menurut 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri 

Sipil pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, kompetensi sumber daya manusia yang baik 

akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Adhitama (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah et. al 

(2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut. 

H1  :  Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan 

daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 
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masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah 

daerah. 

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.  

Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan 

suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan 

daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan 

masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Diani (2014), untuk terselenggaranya 

proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi 

informasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang 

diselenggarakan secara nasional dalam menunjang pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 

dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari et. al (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem 
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informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

kabupaten jembrana. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut. 

H2     :     Penerapan Sistem Informasi Keuangan berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Menurut Ernawati dan Budiyono (2019) pengendalian internal adalah 

suatu sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya 

organisasi dan memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi 

praktik-praktik kecurangan (fraud). Pengendalian internal mencakup kebijakan 

dan prosedur yang memungkinkan pencapaian tujuan dan memastikan atau 

memberikan informasi keuangan yang andal dan memastikan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Pengendalian internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan 

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, 

sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat 

mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan 

negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dlakukan oleh Anuruddha dan 
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Mahanamahewa (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Sri Lanka. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisda et. al (2018) juga 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh 

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten bandung barat. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meyakinkan stakeholder maupun publik 

tentang kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka 

dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. Dengan demikian dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut. 

H3   :   Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. 


